PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

MANAJEMEN PENANGANAN OPERASI IREGULER BANDAR

UDARA (A/RPORT IRREGULAR OPERATION)
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 190 Tahun 2015,
tanggal 8 Desember 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan penanganan
terhadap penumpukan pengguna jasa di bandar
udara, perlu mengatur ketentuan mengenai pen-
anganan operasi ireguter bandar udara (airport ir-
regular operation);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Perhubungan tentang Manajemen
Penanganan Operasi Ireguler Bandar Udara (Air-
port Irregular Operation);,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1289 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Re-
bublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2009 Nemor 12, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75});

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60.

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Per-
hubungan Nomor 68 Tahun 2013;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Bandar Udara;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22

Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pen-
gendalian Dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas
‘Bandar Udara;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55
Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Pen-
erbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safe-
-ty Regulations Part 139) tentang Bandar Udara
{Aerodrome};

10. Peraturan Menteri Perhubungain Nomer PM 129
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Per-
janjian Tingkat Layanan {(Service Level/ Agree-
ment) Dalam Pemberian Layanan Kepada Peng-
guna Jasa Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
MANAJEMEN PENANGANAN QOPERASI IREGULER
BANDAR UDARA (A/RPORT JRREGULAR OPERA-
TION). ; ‘

BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara
dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi
keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketert-
iban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang,
kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra
dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertum-
buhan ekonomi nasional dan daerah.

2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
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perairan dengan batas-batas tertentu yang digu-
nakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat
dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar
muat barang, dan tempat perpindahan intra dan
antarmada transportasi, yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan penerban-
gan, serta fasilitas pokek dan fasilitas penunjang
iainnya.

3. Bandar Udara Umum adaiah bandar udara yang
digunakan untuk melayani kepentingan umum.

4. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lemba-
ga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak
sebagai penyelenggara Bandar Udara yang mem-
berikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk
Bandar Udara yang belum diusahakan secara
komersial.

5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan hukum Indonesia berbentuk persercan
terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya
mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan
umum.

6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
atau badan‘hukum Indonesia berbentuk perse-
roan terbatas atau koperasi, yang kegiatan uta-
manya mengoperasikan pesawat udara untuk
digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/
atau pos dengan memungut pembayaran.

7. Operasi lIreguler adalah kondisi khusus yang
membutuhkan penanganan dan/atau kemampuan
tertentu guna mengatasi gangguan kelancaran
dan kenyamanan pengguna jasa bandar udara.

8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Per-
hubungan Udara.

BAB I
OPERASI IREGULER BANDAR UDARA
Pasal 2
Penanganan Operasi Ireguler bandar udara
meliputi penanganan penumpukan pengguna jasa di
bandar udara yang disebabkan oleh:
a. terhambatnya operasi penerbangan dan/atau op-
erasi lalu lintas penerbangan;

faktor internal operasi bandar udara;
faktor alam; dan
d. faktor lain-lain.

Pasal 3
Terhambatnya operasi penerbangan dan/atau
operasi lalu lintas penerbangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

‘a. terlambatnya jadwal kedatangan dan penerban-

gan pesawat udara; dan
b. terjadinya kepadatan arus lalu lintas udara.

Pasal 4
Faktor internal operasi bandar udara seb-
agaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:

a. adanya fasilitas bandar udara yang tidak dapat
berfungsi secara maksimal;

b. terhambatnya pelayanan jasa pelayanan pendu-
kung operasi pesawat udara {ground support);
dan

c. adanya kebutuhan pelayanan khusus antara lain
kegiatan VVIP, kegiatan keagamaan, kegiatan
kenegaraan, kegiatan air show, dll.

Pasal 5
Fakter alam sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf ¢ meliputi:
a. cuaca;
b. bencana alam; dan
c. asap menyebabkan jarak pandang dibawah stan-
dar minimal.

Pasal 6

Faktor lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d adalah faktor yang disebabkan oleh '
hal-hal di luar dari faktor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal % antara lain:
a. kerusuhan;
b. demonstrasi; dan
¢. pemogokan tenaga kerja.

BAB IlI
PENANGANAN OPERASI! IREGULER
BANDAR UDARA
Pasal 7

(1) Badan Usaha Bandar Udara/Unit Penyelenggara |
Bandar Udara wajib membentuk Komite Penan- |
ganan Operasi lreguler Bandar Udara.

(2) Komite Penanganan Operasi lregular Bandar Uda-
ra bertanggung jawab dalam melakukan koordi-
nasi dengan stakeholder dalam menangani ter-
jadinya kejadian operasi ireguler di bandar udara.
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Pasal B
(1) Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Uda-
ra terdiri dari:
pengelola bandar udara;
otoritas bandar udara;
badan usaha angkutan udara;
LPPNPI;
personil keamanan; dan
Custom, Immigration and Quarantine.
(2} Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Uda-
.ra dipimpin oleh Kepala Unit Penyelenggara Ban-
dar Udara atau pejabat yang setingkat.

{3} Anggota Komite Penanganan Operasi Ireguler
Bandar Udara ditetapkan oleh Kepala Unit Peny-
elenggara Bandar Udara atau pejabat yang seting-
kat setempat dengan masa tugas selama 3 (tiga)
tahun.

| (4) Komite Penanganan Operasi ireguler Bandar Uda-

' ra bertugas melakukan koordinasi dalam penan-
ganan kejadian operasi ireguler pada bandar uda-
ra guna menjamin kelancaran dan kenyamanan
pengguna jasa bandar udara.

~®o 00 oo

Pasal 9

(1} Komite penanganan operasi ireguler bandar uda-
ra wajib memiliki standar dan prosedur operasi
{Standard Operating Procedure/SOP) dalam rang-

- ka menciptakan koordinasi dan kolaborasi antara
stakeholder pada saat terjadinya keadaan ireguler
pada bandar udara.

{2) Standar dan prosedur operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetu-
juan dari Direktur Jenderal.

(3) Contoh kerangka standar dan prosedur operasion-
al (Standard Operating Procedure/SOP) penanga-
nan operasi ireguier bandar udara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terha-
dap Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)/Unit Pe-

nyelenggara Bandar Udara (UPBU) terkait penan- 1

ganan operasi ireguler pada bandar udara.
{2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. ketaatan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit |
Penyelenggara Bandar Udara dalam pelaksa-
naan dan penerapan Standar dan Prosedur
Operasi penanganan operasi ireguler bandar
udara;

b. pengawasan terkait penanganan operasi ireg-
uler bandar udara dilakukan oleh inspektur
bandar udara;

c. penanganan, perbaikan dan penyelesaian atas
‘gangguan kelancaran dan kenyamanan peng- |
guna jasa bandar udara terkait penanganan
operasi irequler bandar udara.

Pasal 11

{1) Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Uda-
ra melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan sekali.

(2) Komite Penanganan Gperasi Ireguler Bandar Uda-
ra wajib membuat laporan hasil evaluasi penan-
ganan operasi ‘ireguler sebagai hasil pertemuan
secara berkala kepada Direktur Jenderal.

{3) Komite Penanganan Operasi Ireguler Bandar Uda-
ra wajib melaporkan hasil penanganan operasi
ireguler segera setelah terjadinya operasi ireguler
di bandar udara kepada Direktur Jenderal.

BAB V
KOMPENSASI
Pasal 12
{1) Pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan
oleh terjadinya Operasi Ireguler Bandar Udara aki-
bat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dan b diberikan kompensasi. f
(2} Kompensasi dikenakan sesuai dengan yang diper-
janjikan dalam Perjanjian Tingkat Layanan (Ser-
vice Level Agreement).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Direktur Jenderai melakukan pengawasan ter-
hadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
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penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESEA,

: ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL

" PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |

REPUBLIK INDONESIA,
tid.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1865

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN |
INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL

DAN BARANG DI PELABUHAN
(Peraturan Menteri Perhubungan R.| Nomor PM 192 Tahun 2015,
tanggal 10 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 157 Tahun 2015, telah diatur keten-
tuan mengenai penerapan inaportnet untuk pelay-
anan kapai dan barang di pelabuhan;

bahwa dalam rangka meningkatkan dan memper-
luas Wilayah pemberién pelayanan kapal dan ba-
rang secara efektif dan efisien yang melibatkan
instansi dan pemangku kepentingan di pelabu-
han melalui sistem layanan tunggal berbasis in-
ternet secara terintegrasi sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu penambahan pelabuhan yang
menerapkan inaportnet;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarm huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomer PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan
Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di

Pelabuhan;

Mengingat :

1.

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang |
Informasi dan- Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4843};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5070}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
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